Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan
ketenagakerjaan yang bersifat menyeluruh di Kota Tebing
Tinggi diperlukan data yang memberikan gambaran
mengenai ketenagakerjaan di Perusahaan;

bahwa untuk mendapatkan data serta gambaran
keadaan ketenagakerjaan sebagimana dimaksud dalam
huruf a, setiap pengusaha atau pengurus perusahaan
wajib  melaporkan mengenai ketenagakerjaan  di
perusahaan masing-masing;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 1092);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3201);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.14/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pelaporan
Ketenagakerjaan di Perusahaan;

Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2012 dan Nomor 51 Tahun 2012 tentang Optimalisasi
Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kota Tebing Tinggi;

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 37 Tahun 2009
tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB LAPOR
KETENAGAKERJAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kota Tebing Tinggi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan

Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang

penyelenggaraan  ketenagakerjaan dan  mendapat

pendelegasian wewenang dari Walikota.

Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan,
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun
milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
dan huruf (b) yang berkedudukan diluar wilayah
Indonesia.

Pengurus adalah orang yang ditunjuk memimpin suatu

perusahaan.

Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu

melakukan kegiatan fisik perusahaan dan atau

memperoleh izin.

Menghentikan  perusahaan adalah menghentikan

kegiatan usaha perusahaan tidak lebih dari satu tahun

akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan baik
karena kemauan sendiri maupun menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai

menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah

dihentikan sebelumnya.

Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat

kedudukan dan atau lokasi perusahaan, atau

mengalihkan pemiliknya.

Membubarkan  perusahaan adalah menghentikan

kegiatan perusahaan untuk selama-lamanya.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja

maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan
barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun masyarakat.

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan

sesudah masa kerja.



18. Laporan Ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat
data tentang keadaan ketenagakerjaan di Perusahaan.

19. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan.

20. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan
fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk
mengatur wajib lapor ketenagakerjaan di Daerah sehingga
dapat memberikan data ketenagakerjaan yang akurat dan
akuntabel.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah dengan data yang
akurat dan akuntabel maka akan menghasilkan informasi
resmi sebagai acuan dalam penetapan kebijakan Daerah
bidang ketenagakerjaan.

BAB III
KEWAJIBAN MELAPOR DAN SYARAT-SYARATNYA
Pasal 4

(1) Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara
tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan
kembali, memindahkan atau membubarkan
perusahaan kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

(2)  Jika suatu perusahaan mempunyai kantor cabang atau
bagian berdiri sendiri, kewajiban yang ditetapkan
dalam ayat (1) berlaku terhadap masing-masing kantor
cabang atau bagian yang berdiri sendiri itu.

Pasal 5

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk
perusahaan apabila mempunyai pengurus dan
memperkerjakan orang lain sebagai layaknya pengusaha
memperkerjakan pekerja/buruh diwajibkan melapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 6

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara
tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali
atau memindahkan perusahaan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
keterangan :

a. identitas perusahaan;

b. hubungan ketenaga kerjaan;

c. perlindungan tenaga kerja; dan

d. kesempatan kerja.

Pasal 7

Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib
melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai
ketenagakerjaan kepada Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku untuk
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara
tertulis kepada pejabat yang ditunjuk selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sebelum memindahkan, menghentikan atau
membubarkan perusahaan.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memuat keterangan:

a. nama dan alamat perusahaan atau bagian
perusahaan;

b. nama dan alamat pengusaha,;

c. nama dan alamat pengurus perusahaan;

d. tanggal memindahkan, menghentikan atau
membubarkan perusahaan;

e. alasan-alasan pemindahan, penghentian atau
pembubaran perusahaan;

f. kewajiban-kewajiban yang telah dan akan
dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan
kebiasaan-kebiasaan setempat; dan

g. jumlah buruh yang akan diberhentikan.



Pasal 9

Pengawasan terhadap data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1) Pengusaha atau Pengurus wajib membuat laporan
ketenagakerjaan sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya baik pada kantor pusat, cabang maupun
pada bagian perusahaan yang berdiri sendiri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata
cara pelaporan ketenagakerjaan di perusahaan
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1)
dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja.

BAB YV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 11

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban wajib
lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. pembekuan kegiatan usaha; dan
d. pencabutan izin usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk,
sesuai dengan kewenangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pengusaha atau pengurus yang belum melaporkan wajib
lapor  ketenagakerjaan, wajib  melaporkan  keadaan
ketenagakerjaan di perusahaan selambat-lambatnya dalam
waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan
Walikota ini.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Desember 2014

WALIKOTA TEBING TINGGI,
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,
ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014 NOMOR 35

,_ Saili-;‘ian;‘SCs}uai dengan aslinya
", ¥Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Bi : A.Se/lragih



